BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025 -
2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah
TingkatIBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan

Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima} tahun.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten
Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Sosial adalah rencana 5 (lima)
tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...
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12,

13.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima)
tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan
hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran ...
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SIPD adalah suatu sistem yang mendockumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Kabupaten Ende.

BAB 11
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB 11l
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1) Renstra Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh
dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun
lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan
pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah :

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosijal setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Sosial yang kemudian
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.

¢. Sebagai arahan Kkebijakan dan strategi pembangunan pada bidang
perencanana, penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende.

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas
dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga terjadi
sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan
bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program
strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan.

BABIV
RENSTRA DINAS DINAS SOSIAL

Pasal 5

(1)  Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program
kegiatan Dinas Sosial yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
(2) Sistematika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

Pendahuluan...



BAB 1 Pendahuluan
BAB 11 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB Il  Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran
BAB V  Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIIl Penutup

Pasal 6

Isi dan Uraian Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati
ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

{1} Penyusunan Renstra Dinas Sosial melibatkan semua personil aparatur Dinas
Sosial dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan
Kegiatan Dinas Sosial selama 2 (dua) tahun.

(2} Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program

prioritas.

Pasal 8

(1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial

untukdiverifikasi.

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas Sosial diajukan
ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala Dinas Sosial menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra
Dinas Sosial kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana

lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Bab VI...
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BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

Kepala Dinas Sosial melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

¢. evaluasi.

Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Sosial meliputi pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan
kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas
dan Administrator lingkup Dinas Sosial meliputi realisasi kegiatan, penyerapan
dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada
Kepala Dinas Sosial melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli
Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui

oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11
Kepala Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas
Sosial.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Sosial; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial.
Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing- masing Bidang/Bagian dan

dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.

(2) Evaluasi ...



(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing

Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Sosial.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

(1) Renstra Dinas Sosial dapat diubah dalam hal :
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan Rensra Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra
dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2022 Tentang Rencana Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Bab VIILI...




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
Pada tangga]_SAjuS tug, 2024

o/ W

GUSPINUS G. NGAsSUS

Diundangkan diEnde v
Pada tanggal 6, /-fj us tus 2024

[pi. f/g@g&gls IAERA H KABUPATEN ENDE(
7t
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RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS SOSIAL
TAHUN 2025-2026

KABUPATEN ENDE
2024



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DAFTAR 1S
BAB |. PENDAHULUAN

11 Latar Belakang
12 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

14 sistematika Penulisan

BAB . GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
21 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

211 Tugas
2.12. Fungsi
2.1.3  Struktur Organisasi
2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah
221 Sumber Daya Manusia
222 Sarana dan Prasarana
23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
24  Kelompok Sasaran Layanan

BAB !ll. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

32 Isu Strategis

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VIl. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIil. PENUTUP
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1.1.

Renstra Dinsos Kab. Ende [2025-2026

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perefcanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
Daerah (Kabupaten/Kota} harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD}.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Ende periode 2013-2024, maka sesuai Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun
2024 wajb menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026. Sejalan dengan
penyusunan RPD, Perangkat Daerah wajb menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
tahun 2025-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan waijb yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dalam aspek Sosial.

Dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende tersebut menyajkan agenda utama
perencanaan pembagunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala urusan Sosial yang  belum
tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Sosial juga menetapkan sasaran yang akan dicapai
dengan indikator keberhasiian yang dapat diukur. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende
Tahun 2025-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Keterkaitan dan serta tahapan penyusunan Rensfra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-
2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar
.1
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Renstra MhnsaKa b, Ende [2025-2026

Gambar 1.1
Ajur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
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Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten
Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

i.

Undang-undang Nomor €3 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur {l.embaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
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Renstra Dinsos Kab. Ende [2025-2026
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Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Dagerah;

Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Daerah Kab/Kota

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Berakhir pada Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ende 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor & Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ende;

Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;

Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten E£nde Tahun 2025-2026

adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Pemerintah

Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran

aparatur Dinas Sosial terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan periode 2025-2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang periu ditempuh

sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah:
Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Sosial dalam

rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
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¢ Melakukan analisis kebijakan di bidang Sosial untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapal pemanfaatan sumber daya secara

optimal tersebut diatas.

Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 terdiri dari:

BAB | PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika

penulisan.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat informasi tentang tugas dan fungsi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian
SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kelompok sasaran layanan .

BAB Il PERMASALAHAN DAN [SU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat tentang
permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada bab Ii dan
isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat
daerah dan Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, Oufcome dan Oufput serta
indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah
dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIAT AN dan SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang
rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur
program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait
dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhiranny).

BAB WiI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penetuan target
keberhasilan pencapaian tujuan dan tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui indikator
kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah dan penetuan target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIl PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende serta Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende,
tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende dan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Daerah Nomor 11 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende
Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial maka perlunya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sebagai berkut:
Tugas
Membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Urusan
Wajb Pelayanan dasar Pemerintahan Daerah d bidang Sosial dalam rangka merumuskan dan menetapkan
kebijakan pemerintah daerah.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Ende mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial,
- Pembinaan unit pelaksana teknis;

Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah
1. Kepala Dinas

mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Pemberdayaan Sosial Pelayanan Dan

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
2 Sekretariat

1}  mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan

fungsi:
a. Koordinasi kegiatan
b, Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
¢.  Pengumpulan dan pengelolahan data serta pemantauan, evaluasi dan dan Pelaporan;

d  Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumah tanggaan keria sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta
kearsipan dan dokumentasi;

e Penyelenggaraan pengelolaan barang milk negara dan pelayanan pengadaan barang /jasa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan oleh kepala Dinas;
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3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

o

C
d
-
f

g

Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

Penyiapan dan peiaksanaan urusan kepegawaian;

Penyiapan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga;

Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan

Pengelolaan dan inventaris barang milik negara yang ada;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan mefaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebtjakan operasional di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Bidang Perfindungan dan Jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

a

d

e

Peiaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

perlindungan sosial korban bencana alam

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

perlindungan sosial korban bencana sosial

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantavan dan evaluasi jaminan

sosial keluarga

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungn dan jaminan soail dan,

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pefaksanaan kebijakan operasional d bidang

rehabilitasi sosial.

2) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
rehabifitasi sosial anak di luar panti dan atau lembaga

Pelaksanaan kebijkan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluast
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
rehabilitasi sosial tuna sosiat dan korban perdagangan orang luar pantt dan/ atau tembaga
Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga

Pengolahan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/ADS (ODHA) untuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi

Pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan
dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar
panti dan / atau lembaga, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas




Renstra Dinsos Kab, Ende 12025-2026

—— — ————— - - e ————— e o e = e S S —

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

pemberdayaan sosial

2) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungs:

a

B
f

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi sera pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawaan dan restorasi sosial
Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
pengelolaan sumber dana bantuan sosial

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan

fakir miskin

2)  Bidang penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:

a

d
e,
f

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi sermta pemantauan dan evaluasi
penanganan fakir miskin pedesaan

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasiitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
penanganan fakir miskin perkotaan

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
Pelaksanaan verifikasi dan vaildasi fakir miskin cakupan Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fakir miskin, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d

@
d

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuali dengan bidang
keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh
Bupati atas usul Kepala Dinas

Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1) Selam kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan

administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuain
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dengan jabatan fungsional yang brsifat teknis maupun administratif berkesesuaian dan atau
dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

2) Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas
yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdin atas sub koordinator pelaksana
fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
masing-masing.

3) Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu
kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4)  Sub koordinator terdiri atas;

Sub Koordinator Substansi Keuangan

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi Dan Pelaporan

Sub Koordinator Substansi Perfindungan Sosial Korban Bencana Alam

Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Sub Koordinator Substansi Jaminan Sosial Keluarga

-~ ® o 8 T @

Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia

Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

o @

Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sostal Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang

Sub Koordinator Substansi Peberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Komunitas Adat
Terpencil
i Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dan Perizinan
Sumbangan
k. Sub Koordinator Substansi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial
I Sub Koordinator Substansi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas
m.  Sub Koordinator Substansi Pendampingan Dan Pemberdayaan
n.  Sub Koordinator Substansi Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial
5)  Sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang
UPY
1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu
2} UPT merupakan bagian dan Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
3 Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis

kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat
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Sumber Daya Perangkat Daerah

2025-2026

2.2.1.  Sumber Daya Manusia
Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan
Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Fakior Penentu keberhasilan
pelaksanaan fugas-tugas dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende didukung oleh 28 {Dua puluh delapan)
Pegawai Negeri Sipil ini dapat terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI ASN DAN TENAGA HONORER DINAS SOSIAL
' TINGKAT ASN DAN HONORER
NO TOTAL
PENDIDIKAN Laki-Laki Perempuan
= 2 3 4
1 | Pasca Sarjana 1 0 1
2 | Sarjana 7 1 | YA]
3 | Diploma - 0
4 | SMU - 8 g I B
5 |SLTP B N 0 °C
ED) U 0 2
Jumlah 11 18 b

(Sumter Dats Fegiwal Duisar, Kaadai Fur Desemier $003)

Bila dilihat berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Kabupaten Ende dapat
dilhat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL
BERDASARKAN KEPANGKATAN

PANGKAT JENIS KELAMIN
NO TOTAL i
{ GOLONGAN RUANG L F |
] 2 e A AR |
e 1| Pembina Utama Muda /IV ¢ . 1 |
2 Pembina Tk. 1/ 1V b 0 1 1 :
3 | Pembina/ Va 2 - N
4 | Penata Tingkat I/ Il d 5 6 | 1 |
| 5 |Penata/lic - 2 2
6 | Penata Muda Tingkat I/ lll b 1 1 2 _
7 | Penata Muda/lll a 1 2 3 |
8 | Pengatur Tingkat I/ Il d 1 1 2 1
9 | Pengatur Muda Tk. /Il b i -
| 10 [ Pengatur /lic | I 3
11 | Pengatur Muda Tk. I/ Il a 0 0 0
12 [PXS9 1 2 g
| Jumiah I L )

Sumbar Dol Fogawa W05, Keadsen For Desember 705]
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Selain paratur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial, juga memliki tenaga Relawan atau petugas lapangan yang
terdiri dari 8 (Delapan) orang.

Tabel 25
JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

JENIS KELAMIN
NO JENIS PSKS TOTAL
L P
1 2 3 4 ]
1 | Pekerja Sosial Profesional 1 ‘ 1
2 | TAGANA (Taruna Siaga Bencana}) | 58 ¥ W | 8§
3 | Lembaga Keseiahteraan Sosial (LKS} - i7
4 Karang Taruna (KT) (Kelompok) 102 102
5 Organisasi Sosial
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
6 (LK3) 9 3 1
7 | TKSK /Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan | 19 | 2 B
8 | Pendamping Cacat 6 2 8
| 9 | Pendamping Lansia 4 2 6
| 10 | Pendamping Keluarga Harapan 3 18 47
1| Operator Komputer PKH 2 2 4

{Data PSKS Dinsos, Keadaan Per Desember 2023)

2.2.2. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas

Sosial didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, antara lain :

a  Perlengkapan
Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Ende dapat difungsikan secara optimal, namun pemeliharaan terhadap
prasarana/sarana kerja secara rutin harus dilakukakan dengan baik. Hal ini membutuhkan
biaya pemeliharaan yang memadai agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara
maksimal.

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor yang kini digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende merupakan asset dari
Propinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan gedung kantor sudah sangat tua sehingga perlu di
rehabilitasi atau dibangun gedung yang baru demi kenyaman pegawai dalam melaksanakan

tugas.

¢ Peralatan Kantor

Keadaan kondisi barang inventaris Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 26
DAFTAR INVETARIS BARANG

Renstra Dinsos Kab. Ende 12025—2026

—

No Nama Barang el ‘ Kondisi 5
1 2 3 4 5 6 7
1 | Tanah 3 v e S
M27anah Bangenan LBK iamad i 200M2
2 | BanguanGedung Kantor 1 N | Ve Beginan 0WZ
| 3 Bangunan LBK 2 | [ Bongunan 28002
4 | Bangunan Aua 1 v G araan 12 7
| § Bangunan Rumah Dinas 1 I ) Banguan | B0 %2
6 Kendaraan Roda 4 ) v
7 Kendaraan Roda 2 : 10 v N [ ———
8 Meja Kayu 39 v N i 15 bueh rosaK bar W
9 | Kursi Kayu 30 v
10 | Kursi Plastik % |
11 | Kursi Falas 3 v
12 | Kursi Big Star 8 v
' 13 | KursiFitura 3 y
' 14 | Kursi Alpen 6 N
15 | Lemari 13 N 3 -
16 | Komputer 10 |
17 | Laptop 17 7 :
18 | Tuste! Digital 4 v
19 | Kipas Angn 1 7
(20 [Werles 1T v
2t | Parabol 1 N
2 [LCOKompit | 2 | v | N
23 | Meja Rapat 6 V
24 | Jam Dinding 3 N
5 A 2 N, 9
26 | Dispencer 2 M)
271 | Filling Kabinet 2 ¥

23.

(Sumber Laporan Inventans Barsng Dinsos, Keadaan Psr Desernber 2023)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas,dengan kondisi Sarpras 5 tahun yang akan datang Dinas

Sosial memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan antara lain, Laptop 2 buah, Meja

sebanyak 10 buah, Komputer 3 buah, Kursi 10 buah, temari 5§ buah, Pembangunan Gedung kantor, dan

ruang konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Scsial Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah

(RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, dipercleh

capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.7 dibawah ini:
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Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Tabel Sesuai dengan Permendagri %0 Tahun 2018

i o o Teali il Moo s Prxitl T Realisasi Capaian pada tahun Ke Rasio Capaian pada tahun Ke
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RKPD (th.2023) : Ke S " M

2024 2025 2028 2024 2025 2026 2024 2025 2026

36,02

Persentase(%) PPKS vang tertanoani 36,31 39,15 39,28
100
Persentase(%) PPKS yang diberdayakan 98,59 100 100
B
Nilai AKIP Dinas Sosial BB 88
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Dari tabel awal pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berkut :

BIDANG SOSIAL :

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran
yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kabupaten Ende pada tahun 2023, 4 indikator
menunjukkan capaian kinerja SANGAT TINGGI (91 2). Tingkat ketercaparan ini menunjukkan pelaksanaan
urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh perangkat dinas dan
dukungan stakeholder. Meskipun Untuk sejumlah target KU Dinas Sosiat Kabupaten Ende yang tingkat
pencapaiannya, mencapal peringkat capaian kinerja sangat tinggi pada tahun 2023, masih tetap diperiukan

upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumiah analisa yang mempengaruhi.

indikator Nilai AKIP DINSOS
Pada tahun 2023 capaian indkator nilai AKIP DINSOS mencapai peringkat B dengan target B. Hal ini
berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2023,
Indikator Persentase PPKS yang tertangani/diberdayakan
Pada tahun 2022 PPKS yang tertangani berjumiah 29.437 jwa dengan totad PPKS sebanyak 75699 jwa
dengan reaiisasi sebesar 38.89 % dari target realisasi sebesar 35,65%.
Pada tahun 2023 PPKS yang tertangani berjumlah 18.897 jwa dengan fotal PPKS sebanyak 35920 jwa
dengan realisasi sebesar 52,61% dari target realisasi sebesar 35,98%. Penurunan jumlah jwa yang ditangani
disebabkan karena bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementrian Sosial) sudah dialihkan
Ke Badan Pangan Nasional (Bappanas dan berkurangnya Data DTKS/kemiskinan Karena Desa/Kelurahan
Sudah Melakukan Verivikasi dan Validasi Data,-
Permasalahan yang dialami pada urusan Sosial adalah banyak jumlah Pemeriu Pelayanan kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang menderita atau miskin di Wilayah Kabupaten Ende. Faktor Penyebab adalalah tidak
terpenuhinya kebutuhan pokok semnetara pendapatan tidak meningkatenggannya keluarga atau crang untuk
menolong para penderita PPKS kurangnya Sumber Daya Manuasia yang dimilki oleh Pemerlu Pelayanan
Penderita PPKS .adapun solusi yang diberiakan dengan :

Memberikan Latihan Ketrampilan Kerja bagt Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)

Membina kelompok usaha bersama berupa Kios peternakan menjahit dan Perbengkelan

Bagi Pemeriu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berusia sekolah dapat diberi kesempatan

untuk belajar di Sekolah Luar Biasa(SLB) dan diasramakan didalam panti;

Bantuan sarana dan prasarana Panti dan permakanan bagi anak terlantar cacat dan jompo
indikator Persentase PSKS yang diberdayakan
Pada tahun 2023, Potensi Sumber Kesejatraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan berjumiah 137 jiwa dengan
rincian, Pendamping PKH sebanyak 74 jiwa Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 21 jwa dan

Taruna Siaga bencana sebanyak 42 jiwa,

Kinerja pelayanan Dinas Sosial juga diukur melatui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan

pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :
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Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Anggaran

— —

—— ————

Realisasi

Uraian Ratio
& | ] i e 2022 2028 LT e
4 § 6 7 8 10 11

{Sumber: Ddfa LKPJ Dinsos )

Belanja Operasi 5.095.817.619- 2433.533.841. 4.859.825.989, - 2.467.628.647 - 3 98,36%
Belanja Pegawai 2.772.940.178 - . 1.965.312.341,- 2.633.941.073,- 1.930.668.047 - 95% 98,24%
Belania Barang dan Jasa 783.112.241 - 438.221500 - 736.584.992,- 433.047.200 - 94% 98,82%%
Belania Hibah 1.425.950.000, - - 1.377.853.105,- . 96% .
Belanja Bantuan Sosial 113.815.200 - 30.000.000 111.446.819,- 28.894.900 98% 96,32%
Belanja Modal 122.126.500- 75.018.500,- 121.680,334,- 72,750.300,- 99%

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 22.126.500,- 75.018.500 - 21.681.185,- 72.750.300 - 98% 96,98%
Belanja Gedung dan

Bangunan 100.000.000,- 2 99.999.149,- | - 100% =
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Kelompok Sasaran Layanan

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun
demikian penyelenggaraan sostal bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di
dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial
Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang sebagatan besar diantara
mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di
masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagat permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS
ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelempok besar yaitu yang
dikarenakan faktor eksternal dan intemal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial,
kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor intemal diantaranya tingkat pendidkan
yang rendah serta keterbatasan fisk atau mentat yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat
terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan
langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu
pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata
lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende tidak hanya
muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang
sostal sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sostal di seluruh daerah & Indonesia
sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya
secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal,

Adapun kelompok Sasaran layanan dari Dinas Sostal Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan

Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang terdri dart:

1. Anak Balita Telantar

2. Anak Terlantar

3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

4. Anak Jalanan

5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perfindungan Khusus

8 Lanjut Usia Telantar

9. Penyandang Disabilitas

10.  Tuna Susila

1. Gelandangan

12.  Pengemis

13, Pemulung

14, Kelompok Minoritas

15.  Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.  Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17.  Korban Penyalahgunaan NAPZA
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18.
18,
20.
21,
25

2.
25.
26.

Korban Trafficking

Korban Tindak Kekerasan

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Korban Bencara Alam

Korban Bencana Sosial

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Fakir Miskin

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Komunitas Adat Terpencil
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2.1,

BAB i
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu Strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi
Dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian
permasalahan pembangunan mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksud sebagai acuan untuk
merumuskan isu-isu strategis yang menetukan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan
baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datangFaktor-
faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya
ungkif yang tinggi daiam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan PPKS dan PSKS antara lain :

1. Anggaran yang tersedia belum memadai/minim ;

2 Kurangnya Kompetensi dalam pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ;

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ;

4. Tidak adanya tindak lanjut atau belum maksimalnya intervesi Program Pemerintah Daerah bagi PPKS yang
terdata dalam DTKS.

melaporkan atas kejadian
yang menimpanya.

1. Belum terintegrasinya penangguiangan kemiskinan antar sector;
2. Beium Optimainya Penanggulangan bencana alam,
3. Belum optimainya Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
4. Terbatasnya Jumlah SDM aparatur yang professional dibidang Pekerja Sosial;
5 Terbatasnya aksibilitas pelayanan kesejahteraan sosial secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya
PMKS.
No. Masaiah Pokok Masalahan Akar Masalah
1. | Masyarakat Miskin yang belum terdata | Masih lemahnya penanganan Kemiskinan | Kurangnya SDM  dan
dalam Data Terpadu Kesejahteraan | akibat Data kemiskinan yang belum valid | koordinasi Operator SIK-
Sosial (DTKS) dan sinkron sehingga menimbulkan tidak | NG Desa dalam
tepatnya sasaran penerima bantuan kepada | memverifikasi dan Validasi
masyarakat miskin. Data Kemiskinan dengan
et e e T — — — | Kebupaten. |
2 | Penanganan PPKS yang belum Optimal | Belum optimalnya dalam penanganan | Kurang tanggapnya
korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | Masyarakat korban
Bencana  Alam  dan
Bencana Sosial  untuk

Penguatan kapasitas bagi penanganan | Upaya peningkatan
PPKS
penanganan terhadap
Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosia
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Dani isu sirategis tersebut diatas, penanganan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan Ekstream adalah merupakan isu
utama Dinas Sosial dengan indkator pembangunan RPD Kabupaten Ende pada sasaran 6 yaitu Berkurangnya
Jumlah Penduduk Miskin dengan indikator laju penurunan jumiah penduduk miskin.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strateg yang diperlukan adalah
1. Peningkatan Pelayanan, pertindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi
sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Pendekatan berbasis Hak Dasar {sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) melalui data
yang terintegrasi (satu data) yang akan dipakai setiap sector dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi petugas penanggulangan bencana khususnya
bantuan sosial korban bencana alam, meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi korban bencana alam;
4. Pembinaan dan optimalisasi peran/keterfibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial { PSKS ) dalam
upaya kesejahteraan sosial,
5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi
PMKS dengan pelbatan dunia usaha dan masyarakat yang pedul pada masalah-masalah

kesejahteraan social.

3.2 Isu Strategis
lsu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian
pembangunan selama 5 (lma) tahun terakhir, sea permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan
mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dkedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu
kondisi’kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu sltrategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah
diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program
kepala daerah terpilih, Renstra Perubahan Kementerian dan Renstra Perubahan Dinas Kab/Kota sehingga
rumusan isu yang dihasikan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Sejalan dengan Tugas dan
Fungsi, dengan memperhatikan Isu Nasional dan Propinsi maka isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende
adalah sbb:

Meningkatnya jumiah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor

Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS).
5. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraaan sosial masih sangat terbatas.

6. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
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BABIV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi

Dinas Sosial , maka dirumuskan lujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025- 2026 yang mejadi tugas Dinas

Sosial Kabupaten Ende dalam melaksananan pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Ende.
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah “Meningkatnya Pemberdayaan

dan Perfindungan Sosial bagi PPKS™ dengan Indikator Kinerjanya adalah 1.Persentase PPKS yang

Tertangani dan 2. Persentase PSKS yang Diberdayakan
4.1.2 Sasaran RPD periode 2026-2026 yang ingin dicapai yaitu

1. Menurunnya kemiskinan masyarakat

2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efextif dan Efisien

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Rasa

Aman Dan Nyaman Bagi Pengembangan Usaha Dan Kehidupan Serta Perlindungan Sosial Bagi

Masyarakat

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 beserta indikator kinerjanya

selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Periode 2025 s/d 2026

Target tahun ke-

No Tujuan / Sasaran indikator Kondisl Kondisi
Awai 1 2 3 Akhir
{1 (2 3) (@) (3) (6) ) (8)
Menurunnya kemiskin an Persentase penduduk miskin 23% 2221% | 2208% | 2195% | 2195 %
masyarakat
Meningkatnya Birokrasi yang Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | CC B B B B
Bersh, Akuntabel, Efektif dan Daerah (Nilai AKIP) (5333) | (60.21) | (6142} | (6223} | (62.23)
Efisien Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemberdayaan Masyarakat Dan 1089 39,02 39,15 39,28 3928
Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Indeks Pelayanan Sosial n d;aks Indeks | Indeks Indeks Indeks

Pengembangan Usaha Dan
Kehidupan Serta Periindungan
Sosial Bagi Masyarakat
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42. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2026
= —— [— N —_— — = e - B Unit K.rjl_ Lokasi
Target Kinerja Program dan Eerangka Pendanasn Perangkat
Daersh Pen
Tahun-1 Tahun-2 '| Tahun-3 Kondiat
Data K]inazﬁg Jawah
Indikstor Kinerja Tujuan, Sasaran, Capaian 2
Tufuan Sasaran Kode :ﬂ’!i::'-’;‘ fsa Program (Outcom’a] Awal FAk_h =
% dan Kegiatan {Qutput) Perenc Recatia
AnRAD | Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Re Target
| |
Koningkatnys Pemberdayzan dan Perlindungan Sosisl bagi PPES
Meningkatnya perlindungan PPKS —
= 106.03 PROCRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAX KEKERASAN =
== Persentase Warga Negara Migran Korban 0% | 100% 75.000.000,00 100% 85.000.000,00 100 % | 90000 000,00 T 100% Bidang
Tindak Kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi
Penenganan Sosial
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerusan dari Titik Debarkast di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangian ke Desa/Kelurahan Asal
Persentase Warga Negara Migran Korban 100% 100% 75,000.000,00 100 % 85.000.000,00 100 % 90.006.600,00 100 % Bidang 1
Tindak Kekermsan yang mendepatkan Rehabilitasi
Penanganan | Sosal
= — —_ _— e —— —_— — _— — - ad S—
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
m————— Persentase penyandang disabilitas terfantar, | 12,72% | 100 % 175.000.000,00 100% 180.000.000,00 100 % | 185.000.000.00 | 100 % Bidang R
angk tertantar, lanjut usia rerlantar dan | Rehabilitasi
tuna sosial (gelandangan dan perigemis) 1 Sosial
| yang terpenuis kebutuhan dasarnya di luer |
panti (SPM) | I
T L - 1 —- = L = —
10604201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitay Terlan tar, Anak Terlantar, Lanjul Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis ¢i Luar Panti Sosial
— = Perséntase penyandang disabilitas tetlantar, | 12,72% 100 % 780.000.000,00 100 % B1.500.000,00 160% 82.900.000,00 100 % Bidang I
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Rehabilitasi
tuna sosial (gelandangan dan pengemig) Sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
pant (5PM) {
= T = = — e d
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i | | Unit Kerfa [ Lokesi
Target Kinerla Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat !
Dacerah Pen |
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondigi | anggung !
Dy Kinerja Jawab
ata |
Indikator Kinerfa Tujuan, Sasaras, Capaisn Pada '
Tujuan Basaran Kode ;m(n:ndln Frogram (Outcome| Awal Am:; ;
s dan Eegiatan (Qutput) Perenc ez
ansan Renstra
Peranghkat
Bae rah
Target Rp Target Rp Target Rp Target
R S — .
1.06,04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kescjahteraan Sosial (PMKS) Lainnys Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA d Luar Panti Sosial
= i Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban 12,72% 100 % 97.000000,00 100% 98_500 000,00 100% | 102,100.000.00 _] 100 % Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA lainnva yang | Rehabilitasi
menda par pelayanan sossal di luar panti | Sosial
| |'
T— L i I i L_ e e L
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCARA
1T Persentase korban bencana pada saat dan 100% 100% 400000.000,00 100 % 415000.000,00 100% 430.000.000.00 100 % T Bidang |
seteleh tanggap darurat bencana yang Rehabilitasr |
mendapat perlindungan dan jaminan sosial Sosial
PM) |
106 06201 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota S SR
Fersentase Perhindungan Sosial Korban 100 % 100% 320.000 000,00 100 % 32.500.000.00 T 100% 339.000000,00 | 100 % Bidang
Bencana Alam dan Soainl Rehabilitasi
! Sosial
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pembergdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapaiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1 Terlaksananya Penyelenggaraan 100% 100% I 80.000.000.00 100% 90 000 000,00 100% 91.000.000,00 100 % Bidang
| Pemberdayaan Masyarakat terhadap Rehabilitasi
Kesiapsiagnan Bencana Kabupaten/Kota Sosial
Meninghatnye peran PSKS dalamy pembangunan bidlclu kese jahteraan scaiai
1 06.07 PROGRAM PENGELCLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
a0 S e Persentase pemeliharaan taman makam 100 %o 100 % 50.000.000,00 100% 35000.000.60 T 100% | 60.000.000,00 100% Bidang
pahlawan I Rehabilitasi
= | | — =0
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahiawan Nesional Kabupaten /Kota
Terlaksananya Pemeltharaan TPM Nasional 1 Orang t Qrang 1750.000.000,00 1 Crang 55,000.000,00 1 Orang | 60.000.000,00 ] 1 Ovarg Bidang
Kzabupaten Rehabilitasi
- — — B . | Sosial

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial begl PPHS

|
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z Unit Kerja
Turget Kinerjs Program dan Kerangka Pendanaan Pers nghat
Dwersh Pan
Tahun-1 Tahkun-2 Tahun-3 Kondisi anggung
Data Kinenja Jawab
Indikstor Kinerja Tujuan, Sasaran, Capaian Pad ¢
Tujuan Sasaran Kode ;‘:m dasy Program {Outcome) Awal Aldic
L dan Keglatan (Out put} Peranc Periode
ansan Renstza
Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target
Menurunnys Angks kemiskinan
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOsIAL —
Persentase Potensi Bumber hesejahteraan 100 % 100 % 250.009,000,00 100 % 255.000.000,00 100% 260.000.000,00 100 % Bidang
Sosie! yang diberdayakan Pemberdayaan
Sesinl
1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Terlaksananys Pemberdayaan Soslal [¢] 0 0,00 0 0.00 Q 0,60 0 Bidang
Komunitas Adat Terpencil Dokumen Dokumen Dokumen Dokum Dokumen Pemberdayaan
en Sosial
1906.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam [aerah Kabupaten/Kota
Terlaksananys Pengumpulan Sumbangan OLaporan | O 0,00 o 0,00 0 000 0 Laporan Bidang
dalam Duerah Kahupaten/Kota Laporan Laporan Laporan Pemberdayaan
Sosial
106.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengembangan Potensi 67 Orang &7 Orang 250.006.000,00 70 Grang 255.0000C0, 00 75 | 260.000.000,00 7% Orang Ridang
Sumber Kesejahteraan Sosial Orang Pemberdayaan
Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase keluarga miskin vang 76,64 % 77.01% 200.000.000,00 77,37 % 205.000.000,00 T7.,74% | 210.000.000,00 | 77, 74% Bidang
memperoleh perlindungan dan layanan Perlindungan
jaminan sosial dan Jaminan
H 2 Sosial
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlaniar j
Terlaksananya Pemeliharaan 0 Orang 30 Orang 100.000.600.00 35 Orang 102.300000,00 i 40 | 105 000 000,00 40 Orang Bidang
Anek-Anak Terlantar . Orang Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
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p— —_ — —_—
Unit Kerjn Lokusl
Targst Kinerjs Program den RKerungks Penduncan Peranghkat
Daerah Pen
Tatun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Anggung
Data Kg;:lgn Jawab
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Capaian E
Tujuan Basaran Kode e Pm‘nn? {O:tjcoma] Awal Shbiy
eylatan! dun Keglatan {Dut put) Perenc Periode
ansan Renstra
Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target
=
106.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Caekupan Daerah Kabupaten/Kota
Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan | 0 2Dakum 100.000.000,00 2 Dokum 162.5006.000,00 2 105.000 000,00 2 Bidang Fakir
Daerah Kabupaten/Kota Dokumen en en Dokum Dokumen Migkin
en
Meningkatnya Pemberdaynan dan Periindungan Boaisl bagi PPKS
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCTA
X XX.01.201 Perepcanaan, Penyelengghraan Administraai Perkantoran t00 % 100% 11.50000¢0,00 100 % |4.20T)000,00 100 % 17.200000,00 100 % Sekretariat
Penganggararn, Perangkat Dagrah secara efi:ktif dan efisien Dinas Sosia]
dan Evaluasi selana 1 tahun
Kinerfa
Perangkat
Daerath
X.XX.01.2.02 Administrast Indekn Pelaksanaan Administras: Keuangan 100% 100 % 1.665928.774,00 100 % 1L671.245.699,00 160 % 1.672.808.7a6,00 100 % Sckretanat
Keuangan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Peranghkat
Daerah
X XX.01.2.03 Administrasi Indeks Adminigtrasi Barang Milik Daerah 190 % 100 % 26.000.000,00 100 % 26.000.000,00 100 % 26.506G.000, 00 100 % Sekretariat
Barang Milik pada Perangkat Daerah Dinas Soaial
Daeral pada
Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.05 Administras: Indeks Admimiatres: Kepegawaan Perangkat 100 % 100 % 7.500000,00 100 % 8.500.000,00 100 % 9.500.000,00 L1O0% Sekretanat
Kepegawaian | Daerah Dines Sosial
Perangkat
Caerah
X.X¥.01.2.06 Administrast Indeks Administrasi Umum Perangkat 100 %% 100 % 33.000.000,00 100 % 45.000.000,00 100 % 54,000.000,00 100 % Selkretariat
Unum Daerah Dinas Sosial
Perangkat
Daerah
XXX.01 207 Pengadaan Indekz Pengadaan HDarang Miltk Daerah 100 %o 100% 217 500004, 00 100 % 220 000 000,00 100% 220 D00 000.00 100 % Sekrerarat
Berang Mihik Penunjang Urusan Pemenntah Daerah Dinas Sosial
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
= = s - __Daerah | e, — A -

24
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| s Unit Kerjn Lokasi
Target Kineria Program dan Kerangke Pendanaan Pernngkat
Daarah Pen
Tahun-1 Tahun-2 Tatrun-3 Kondisi Enggung
Data Kl;r;;ga Jawab
Indikator Xineria Tujuan, Sasaran, Capaian .
Tujian Sasaran Kode ?:!l:::: e Program [Cutcoms) Awal m
2 dan Keglatan [Qut put) Petenc Feratoa:
L Perangkat
Deerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target
XRX.0L2.08 Penyediaan Indeks Penyedinan Jasa Penunjang Urusan | 100% 100% 28.000.000,00 100 % 33.000.000,00 100% | A0.000.000,00 100 % Sekretariat
Jasa Pemerintahan Caerah Dinas Sosial
Penunjang
Urusan
Pemerintahar
Daerah
X.XX.01.2.09 Pemelinaraan Incdeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100 % 141.000.000,00 100% 143.00C.000,00 100 % 151.000.000,00 100 % Sekretariat
Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Datrah Dinas Sosial
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Dagrah
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya

dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2026, selengkapnya diihat dalam tabel 5.1

dibawah ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut

Meningkatnya
Pemberdayaan dan
Perindungan Sosid bagi

PPKS

1. Meningkatnya Birokrast
yang Bersih, Akuntabel,
Efektif dan Efisien

-Peningkatan tata kelola
dan kinerja dinas sosil

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja |
perencanaan dan penganggaran

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja
pengelolaan keuangan

- Meningkatkan optimalisasi
pengelolaan SDM, sarana dan
Drasarana pelayvanan

2 Meningkatnya
Perfindungan PPKS

- Peningkatan rehabilitasi
sosial terhadap penduduk

-Meningkatkan aksesibiitas sosil penyandang
disabil tas

-Meningkatkan aksesibiltas sosial penyandang
disabiitas

-Meningkatkan penyandang tuna sosial yang
berubah periiakunva

- Peningkatan partisipasi '
sumberdaya kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat

- Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi
& Sumber Kesejhteraan Sosial {PSKS)
Perorangan dan Keluarga Sosiai

- Meningkatkan pemberdayaan |
terhadap Pilar-piiar Sosial

- Meningkatkan nilai-nitai
kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial

- Peningkatan kualitas
penanganan fakir miskin
perkotaan/Perdesaaan

- Meningkatkan kualitas penyaluran
bantuan sosial penanggulangan
kemiskinan

- Meningkatkan kualitas
pendampingan potensi ekonomi
penduduk miskin

- Meningkatkan kualitas
pendampingan bantuan stimulan
program nasionai penanggulangan
kemiskinan

- Verifikasi dan Validasi Data
DTKS sebaga data Utama dan
Pemberdayaan masyarakat
migkin agar mampy mengentas

- Optimalisasi pelaksanaan program
penangguiangan kemiskinan

-Peningkatan perlindurgan
sosial terhadap penduduk
beresiko darurat sosial

- Menyediakan bantuan sosial korban bencana
alam dan sosiai

3. Meningkatnya Peran
PSKS daiam Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Sosial

- Mengopimatkan
pemberdayaan PSKS

- Meningkatkan SDM bagi Pendamping Sosial

- Meningkatkan Peran aktif Pendamping Sosial

dan Masyarakat

- Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban
bencana alam
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BAB Wi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka Ilangkah
operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program dan kegiatan serta
pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sebagai berikut dan dapat dilihat
pada tabel 6.1 dibawah ini :
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Kode

i
1,06,1,06,01,01

7.01.01.2.01

701.01.2.01.01

7.01.01.201.02

701.01,2.01.03

7.01.01.2.01.04

7.01.01.2.01.05

7.01.01.2.01.06

7.0101.2.0107

701 .012 .02

7.01.01.2,02.01

7.0101.2.02.012

Program dan Kegietan

2
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persncanzan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perang kat
Daeorah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Deerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumert RKA-SKPD

Koorthinasi dan Penyusurian
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koondinasi dan Penyusunan J9PA-
BKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Keardinasi dan Penyusunari
Laporan Capajan Kinerja dan
Ikhusar Realisasi Kinerja SKP»
Evalumsi Kinetja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Peranghkat Daersh

| Penyedinan Gaji dan Tunjangan

ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Keglatan {Output)

3

i.1.1 Penyelenggarnan Administrasi
Perkantoran Perangikat Deernh
socurn efektil dun eflsien selama 1
tahun

Indeks Perencanaan, Pemgsnggaran
dan Bvalussi Kinerjs Peranghat
Daerah

| Tersedianya dokumen Perancanaan FD

Tetlaksananya Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Terlaksananya dokumen Perubahan
RKA yang tersedia

| Tersedianya dokumern DPA yang

tersedha

Tersedianya dokumen Perubahan DFA
vang tersedia

Tersedianyva dekumen Laporan yang
tersedia

| Tersedianya dokumen Laporan yang

tersedia

Indeks Pelayanan Administrasi
Keuangan Perangket Paerah

Tersedianya Gagl dan Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

TABEL 6
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Dats.
Capaian
pads. Tahun
Awnl
Perencanaan
(2023) Target
4 5
00
100
4
1
1
1
1
1
1
100
30
orang /
£
Bulan
X0
erang /
14
Bulan

2024

Rp {009)

6

2.130.4238.T74

11,500.000

2.500.000

2.500.000

500000 |

500,000

500.000

2.500.000 |

2,500000

1665.928.774

1656428774

2.500.000

Target

100

100

30
orang f
14
Butan
arang /

14
Bulan

Pendanasan
2025

Rp (000}

8

2.160.948.699

14.20¢.000

3.600000

3.000.000

1.000.000 |

600000 |

600.000

3.000 000

3.000000

1.671.245699

1661.745.699

3.000.000

Toarget

100

100

2026

Rp (000)

10

2.191.008.746

17.200.000

3.500.000

3.500.000 |

1.200000

£.000.000

1.00¢ 000

3.500.000

3.500_000

1672 BOB.746 |

1.663.308.746

3500.000

Kondisl Kinerja
pada Akhir Periode
Renstra SKPD

11
6.482.383.219

100

100

100

Unit Kerfa
BKFD

Penaggung
Jawnb

12

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial
Dinas
Dinag

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas

Sosial

Dinas
Bosial

Dinas

Dinas
Sosial

Lokasi

13

Dinas

Dinasg
Dirzas

Sosial

Dinas
Sozial

Dinas

Dinas

Pinas
Sosial

Dinas

Dinas
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1
7.01.01.2.02.03

7.01.01.2.02.04

701.01.2.02.05

?.012.02.06

7.01.01.2.02.07

7.01.01.2.03

7.0101.2.03.01

701.01.2.03.02

7.0101.203.03

7.01.01.2.03.04

7.01.01.2.03.05

7.01.01.2.03.06

701.01.2.03.07

7.01.01.2.05

Program dan Ksegiatan

2

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan
SKPD

Koordinasi dan Pelakeanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggupan Pemenksaan

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan
Bulanan;Trivulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Barang Milik
Daersh peds Perangket Daerah

Penyusunan Perencanaan

| Kebutuhan Barang Milik Deerah

SKPD

Pengamanan Barang Miik
Daerah SKPD

koordinasi dsn Penilatan Barang
Milik Daerah SKFD

Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Dacrah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Penataysahaan Barang Milik
Daecrah patl SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Administrasi Kepegawalan
Parangkat Daerah

Indikator Kinerje Program (cutcoms)
dan Kegistan (Output)

3

| Terlaksananva Penatausahaan dan

Verifikasi Seluruh Bahan
Pertanggungawaban Pengelola
Keuangan Perangkat Dasrah

Terlaksananya Akuniansi Keuangan
Perangkat Daerah sesuai Reguissi yang
Berlaku

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
Tahun Perangkat Daerah (Laporan
Keuangan Tehim 714

Tersedianya bahan tanggaparn
Pemerikasa

Terlaksananys Pelaporan Kegiatapn
Bylanan dan Sermester

Indeks Pelaksanasn Administrasi
Barang Millk Daorah pada Perangkst
Dnerah

| Tersedianya Dokumen Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah

| Tersedianya Penjaga Malam

Terlaksanarnya Penilaian Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

Tetlaksananya Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendahan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Administras:
Pengelolaan Aset secara Baik dan
Benar

Terdaksananya Penatausahaan Aset
sccara Baik dan Benar

Terlaksananya Pemanfaatan Barang
Milile Daerah pata SKPD

| Indeks Pelayanan Administrasl

Kepeguwalan Peranghat Daerah

Data
Capaian
pads Tahun 2024
Awral
Perencanaan
(2023) Target Rp (000)
9 E ]
R 3.000.000
3 1.000.000
1 2500.000
1 2.000.000
go=—_1 2 000.000
100 |
26.000.000
S | e TR 6000.000
1 arang 10.000.000
12
hulan
1 2.500.000
1 | 2500.000
Z | 2500.000
o | 2.500.000
) 2,500.000
100
7.500.000

Pendanann
2025
Target Rp (000}
7 — | 5
3 3.000 000
3 1.000.000
i 2.500000
1 2.000.000
| 2.000.000
00 | 26.000.000
1 6.000,000
1 orang 10.000.000
12
bulzn
1 2.500.000
1 [ 2,500,000
2 2,500,000
2 2.500.000
2 2,500,006
100 8.500.000

Target

12

100

1 orang
12
Bulan
1

100

2026

Rp (000)

10
3.000.000

1.500.000

2,500,000

2.000.000

2.000.000

#6,600.000

6.000.000

10.000.00{

2300000

2,500.000

2 .500.000

3.000.000

2.500.000

9.600.000

Kondisi Kinerja
pads Akhir Periods
Runstra SKPD

11

00

100

106

100

100

100

100

100

100

100

tnit Kerja
SKPD

Penagpung
Jawab

12

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial
inas
Dinas
Soaial
Dinag
Sosial
Dinas

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
Soal

Dinas

Sosial

Dinas

Dhinas
Dinsis

Dinas
Sosial

13
Dhinag

Dinas
Sosial

Dinas
Dinaa

Dinas

Dinas

Dinas

Dinas
Spaied

Dinas

Dinas

Dinas

Dinas
Soairl

Dinas
Sosal

Dinns
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Data
dan Eegiatan (Out put) Capaian
pada Tahun 2024
Awrnl
Perencanaan
(2023) Target Rp (000)
1 2 3 4 B { &
701.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Tersedianya mesin absensi T | 1.500.000
Prasarang Disiplin Pegawas
I - — .
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas ASN 55 1.000.000
Aribut kelengkapannia
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Terleksananya Pengelolaan Data 1 1.000.000
Administresi Kepegawaian Hepegawalan secara
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Terlaksananys Koordinasi dan I 1.000.000
Sistemn Informas: Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Infiormasi
Kepegawaian
7.01.01.2.05.095 | Mopnitonng, Evaluasi dan Tertaksananys Monftoring, Evaluasi 1 000.000
Penilaian Kinerja Pegawal dan Penilaian Kinega Pegawai
70101,2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang '!.'-erlaks.s.nanya Pemulangan Pegawai 1
Pensiun yang Pensiun
70101.205.07 | Pemulangan Pegawai yang | Tertaksanarya Pemiiangan Pegawai L - i e
Meninggal delam Melsksanakan | yang Meninggnl dalam Melaksanakan
| Tugsa | Tugam |
7.01.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN | 1 500.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai = Terlaksananya Diklat Tusi Pegawm" 5 2.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Sosalisas) Peraturan 2
Undangan Perundang-Undangan
7.01.01.205.11 Bimbingan Tekris knplementaai Tertaksananys Bimbingan Telous 2 -
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Paratursn Perundangan
7.01.01.2.06 Administrasl Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi 44.36 | 100
Daerah Ummum Perangkat Duerah 33.000.000
T01012.0601 Penyedisan Komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 5 3000.000
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyedigan Peralatan dan Tersediansa Peralatan dan P 1o | 2006.000
Perlengkapan RKantor Perlengkapan Kantor
701.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 3 300000

Tangga

Target

100

Pendanaan

2025

Rp (000}

1.300.000

1.000.000

1.000 000

1.000.000

1.000000

500000

2.000.000

500.000

500000

48.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

2036
Turget Rp {000

9 | 10
2.000.000
(T 1.000.000
i | 1.000.000
1 [ 1.000.000
1 1500.000
1 .
1 =
= 500000
AR i 2,600,000
2 I 500,000
2 500000
100 54,000,000
5 6000000
R 3500.000
Q 1.5(0.000

Eondisi Kinerjn
pada Akhir Periode
Renstra SKFD

100

Unit Kerja
SKPD

Penaggung
Jawah

12
Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Chinas
Dinas

Sosial

Dinas

Dinas
Sosial
Dinas

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas

Dinas

13
Dinas

Dinss
Sosial
Dinas

Dhnas

Dinag

Dinas
Sosial

Dias
Sosial

Dhnas
Somial
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Kode Program dan Keglatan Indlkator Kinerja Program {outcome) Duata
dan Kegiatan {Out put) Capulan
pada Tahun 2024
Awal
Parencenazn
(2023) Targot Rp (000
1 2 a 4 5 [}
7.01.01.2.06.04 Penyedinan Bahan Logistik Tersedianya Bahan Logistik Kantor 20 500000
Kantor {Kertas)
7.01.01.2.06.05 Penyedinan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan ] 10 2.500.000
Penggandaan Penggandasan
7.01.01 2.06.06 Penyedingn Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat | i £.500.000
Peraturan Perundang-undangan Kebar Lokal dan Nasional
7.01,01.206.07 Penyedi aan Bahan/ Mnterial | Terssdianye Penyediaan { 1 1.000.000
Bahan /Material
T.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makarn dan Minum Tamu | 12 1.00:0.000
70101.206.09 Penyelenggaraan Rapal Koordinasi Teriaksam_mya Penyslenggaraan Repet 3% 20000.000
dar: Konsultasi SKPD Koardinasi dan Konsuitasi SKPD
701.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis | Terhkaahanyn Penatausahaan Arsip I 1 1 1.500.000
pada SKPD Dinamis pada SKPD
7.0£.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanann Sistom Terlaksananys Dukungan Pelaksansan | [T S 500000
Pemerintahan Berhanis Elektronik Sistemn Pemerintahan Berbasgia
| pada SKFD Etekwonik pada SKPD
7.01.01.2.07 | Pengsdasn Barang Millk Daerah Indeks Pengndean Barang Milik I 100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pads Peranghat Daermh 217.500,000
Daernh
701.01,2.07.04 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan I 1 E 2.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabawan
701.01 2.07.02 Pengadaan Kendarman Dinas Tersadianya Rendaraan Kendarsan | 1 3 5.000.000
Qperasional atau Lapangan Dinas Operasional
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel i -2 2.500.000
701.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin 5 2.500.000
Lainnya Lainnya
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lamnya Tersedianya Aset Tetap Lainmya 3 2000.000
701 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Tersedianya Gedung Kantor atau [ 1 2.000.000

Banguman Lainnya

Bangunan Lainnya

-3

10

e

100

Pendanuan

2025

Rp (000}

500.000

2.500000

1.500.000

1 000000

2.500.000

25.000.000

1,500 000

2500000

220.000.000

2.000000

5.000.000

2.500 000

5.000.000

2,800,000

2000,000

Target

a

10

100

2026

Rp (000}

10
1.040.000

3.000.000

1.500.000

1.000.000

3.500.000

30000 000

1.5060.000

2500.000

220.000.000

2.000.0600

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

Kondisi Kinerja
padn Akhir Periode
Renstra. SKHPD

100

Unit Kerja
BKPD

Penagguny
Juwad

Dinas
Sosia)

Dinas
Soaial
Dinas
Scaial
Dinas
Sosial
Dinas
Sosid
Dines
Sosial
Dinas
Sonial

Diras |

Dinas

Dimas
Sosial

Dinas
Sossal

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Somial

Dinas
Sosial

Lokest

13

Dinas
Sosial

Dinas
Soaial

Dinas
Sosal

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas

" Dinas

Sonial

Dinss
Sosixl

Dinas
Soaial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial
Dinasg
Sosial

Lhnas
Sosial

Dinas
Sosial




Renstra Dinsos Kab. Ende | 2025-2026
|
Kode Program dan Keglatan Indikator Kinerja Program {outcome)
dan Kegiatan {Out put)
20249
Targot Rp {000)
1 2 3 5 6
7,01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana den Prasarana | Tersedianya SSarana dan Prasarana 1 1.500.000
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kanwor atau Bangunan
Lainnya Lainnya
7.01.01.2.07.11 Pengedaan Sarana dan Prasarana = Tersedianya Sarapa dan Prasarana 1 200.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08 Penyedinan Jass Penunjang Indeks Penyediman Jasa Penunjang 100
Urusan Pemerintahan Daernh Urusan Pemerintahan Daerah 28.000.0G0
1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat 12 500.000
Menyurat
7.01 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedinnya Jasa Komunikasi, Sumber 12 20,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
7.00.04.2.08,03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Jasa Peralatan dan 1 2.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
70101 208.04 Penyediaan Jasa Pelaysnan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 1 5500000 |
Umutmn Kautor Kantor
7.01.013.09 Pemeliharasn Bunn( Milik Indeks Pemellhnraan B-mx;‘ Milim 100
Daerab Psnunjang Urusan Dasrah padn Peranghnt Dasrah 141.000.000
Pemerintahan Daerah
7.01.012.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Tersedianya Jasa Pemelibaraan, Biaya 2 5000000
Biaya Pemeli haraan dan Papk Pemchharaan dan Pajak Kendaraan
Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas stRu Kenderaan
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.02 Penyedizan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Fenye'diann Jasa 12 6.000.000
Bigya Pemeiiharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
7.01.002.09.05 Pemeliharaan Mehel Terlaksananya, Pemeliharaan Mebel 5 5,000,000
701 01.20906 Pemelinaraan Peralatan dan Mesin | Terlaksananya Pemehharasn Peralatan 5 5.000.000
Lainoya dan Mesin Lamnnya
7.01.01 209.09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Terlaksananya 1 104.000.000
Gedung Kadtor dan Bangunan Pemeliharaan/ Rehamlitasi Gedung
Lainnya Kamtor dan Bangunen Lainnya
7.01.01.2.69.10 Pemeliharaan / Rehebilitasi Sarana Terlaksananya 100 10.000.000

dan Prasarana Cedung Kantor
gt Bangunan Lainnya

Pemeli haraan /Rehabilitusi Sarana dan
Prasarana Cedung Kantor atau
Bangunan Lamnya

Target

100

Pondanaan

2025

Rp (000)

1.500.000

200.000.000

33.000.000

300000

25.000.000

2 000.000

$500 000

143.000.000

5.000000

6.000.000

5.00C.000

7.000.000

100.009, 000

10.500.000

Target

100

12

2026

Ep (000

12
1.500000

200 000.00

40.000.000

1,000,000

30.000.000

3.000.000

6.000.000

151.000.000

8,000.000

9.000.000

5.000.000

8.000.000

100:000.000

11.0600.000

Kondisi Kinerja
patds Akhir Perlode
Renat ro. SKPD

11

100

100

160

100

100

100

Unit Kerja
SKPD

Penaggung
Jawah

12
Dinws

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas

Dinas
Dinas
Soaial

Dinas

Dinas
Soslal

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Dirtas

Dinas
Sodal

Dinas
Sosial

Loknsi

13

Dinas
Sosial

Dinas
Sosis!

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
Sosit

Dinas
Sosial

Dinas
Sosisl

Dinas
Sosial

Dinas

Dinaa
Sosigl




Renstra Dinsos Kab. Ende ] 2025-2026

Kode

1
7.01.01.2.09.11

01.06.05

1.06.08.2.01

1.06.05.2.01.0

1.06.05.2.01.02

10605 2.01.03

1.06.05.2.02

1.06.05.2.02.0]

1.0605.2.02.02

1.06.05.2,02.03

10605202 04

Program dan Kegiatan

2
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendulkung
Gedung Kanor atau Bangunan
Laimya

PROGRAM PERLINDUNGAN DAR
JAMINAN SOSIAL

1.06.05.2.01 Pemeliharazn
Ansk -Amak Terlantar

| Penjangkauan Anak-Anak

Terlantar

Rujukan Anak-Anak Terlantar

Pemantauan terhadap
Pelaksanaan: Pemehbaraan Anak
Terlantar

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Calkupan Daernh
Habupaten/Bota

Pendataan Faldr Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Souial
Kesejahrerann Keliarga

Frailitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Mazyarakat

Indikator Kinerja Program [putcome)
dan Kegistan (Output)

3

| Tertaksananya

Pemeliharaan /Rehabilivasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnyn

Persentaze keluarga miskin

yang memperoleh perlindungan
dan layanan jaminan sosial

Cakupsn Anak Terlantar

terlaksananya penjangkauvan anak-
anak terlantar

Tetlaksananys Rujuken enak-anak
terlantar

| Jumlah Anpak Terfartar yang

Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabu paten/Kots

. Jumiah Pengusulan baru date DTHS

Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin

Terlaksananys Pemgeiolagn Data Fakir
Miskin

Jumlah Keluarga Penerima
ManEaat (KPM) vang Mendapatkan
Bantuan Sosial Kescjahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Data
Capalan
peda Twhun
Awal
Perencanann
{2023)

185.994

32457

Target

186.000

52557

50

2024

Rp (000)

6
10.000.000

200.000.000

100.000.000

25.000.000

50000.000 |

25.000.000 |

100,000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25000 000

Target

186.100

52,657

60

160

Pendanaxn

2025

Rp (000}

16.000.000

205.000.000

1062.500.000

26.000.000

50.560.000

26000.000

102.500.000

25.500.000

26.000.000

25.500.000

25 500 000

Target

]

186.200

52.757

170

Rp {000)

10
10.600.000

210.000.000

105.000.000

27.000.000

51.000.000

27.000.000

105.000.000

26.000.000

27.000 000

26.000.000

26.000000

Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
Renstra BEPD

11

42,65

42,65

42,65 |

‘42,65

42,65

42,65

Unit Kerja

Penagpgung
Jawab

12

Dinas

Dinas
Soslal

Dinax
Sosilal

Dinas
Soslal

Dinas

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas

Bings

Dinas
Sosial

Dinas
Seosial

Lokasi

13

Dnay
Sosial

Dinns
Sosial

Dinax
Sosial

Dinas
Sosial

Dinag

Dinwss

Dinas
Sosial

Dinas

Dinas
Sostal

Dinas




Hade

0£1.06.04

1.06,04.2.01

106.04 2.01.01

106,04,2.01.02

1.06.04.2.01.03

1.06.04.2.01.04

1.06.04.2.01.05

1.06.04.2.01.06

1.06.04.2.01.07

e ——————

Renstra Dinsos Kab. Ende | 2025-2026
Program den Keglatan Indikator Kinerja Program [outoome) Data
day Kegiatan (Out put) Ca paian
pada Tahun 2034
Awal
Perencansan
(2023} Target Rp (000)
2 3 4 5 [

FROGRAM REHARILITASI Persentase penyandang disabllites 100
SOSIAL terlantar, anak terlantar, ianjut usin 170.500.000

terlantar dan tuna soslal

{gelandangan dan pengemia) yang

terpenuhi kebutuhan dasarnys di

lunt panti (SPM
Rehahbllitast Sosial Dasar persentase PPES (Disabilitus 100
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut T3500.000
Terlantar, Anak Teriantar, Usiz Terlantar, serta Gelandangsn
Lanjut Usin Teckantar, serta Pengemis) yang mendapat pelayanan
Gelandangan Pengemis dl Luar sosial
Panti Soalal
Penyedisan Permakanan tersecianya bantuan permakanan bagi 20

Petivandang Disabiltss, Terlantar, 25.000.000

Anak Terlantar, Lanjn Uss Terlantar

diluar panti

| Penyedinan Sandang tersedianya bantuan sandang bagi 10

PenyvandangDisabiltas, Terlantar, Anak 15. 000,000

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar diluar

panti
Penyediaan Alat Bantu tersedinnya alat bantu bagi 5

Penyandang Disabiitas, Terlantar, 15.300.000

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar

diluar panti
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Terlaksananya Pelayanan Reuni kasi 1]
Keluargn hagi kejuarga 3.000.000
Pemberiza Bunbingan Fisik, Teriaksannya Bimbingan Fisik, Mental, 20
Mental, Spiritual, dan Sosial Spiritual, dan Sosml 1.000.000
Pemberian Bimbingan Sosie Terlaksananya Bimbngan sosisl bagi 20
kepada Keluargs Penvandang Penyandang Disabilitas Terlantar, 1.000.000
Disabrlitas Terlantar, Anak Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanter,
Terlamtar, Lanjut Usia Terlantar, serte Getandangan Pengemis dan
strta Gelandangan Pengemis dan Magvarakat
Masyarakat
Fasilitas: Pembuatan Nomor Induk = Terlaksananya Pembuatan Nomor NIK
Kependudukan, Alta Kelehiran, Hependudukan, Akta Kelhiran, Surat 500.000
Surat Nikah, dan Kartu ldentitas Nikah, dan Karm |dentitas Anak
Anak 15

Target

100

100

%

Pendannan

2025

Rp [000)

180.000.000

81.500.000

25500.00¢

15.500000

20,560 000 |

3.500.000

1.000.000

1.000.000

600 000

Target

100

100

50

Rp {000)

10
185.000.000

82.900.000

25500 000

16,000.000

21,000,000

3.550 000 |

1.1G0.000

1.100 000

650 000

Kondisl Kinerjn
pada Akhir Periode
Renstra SKPD

11
100

100

00

100

Unit Kerja
SKPD

Penaggung
Jawab

12

Dinas
Sosiel

4

Dinas

[Mpas
Sosgial

Dinas
Sosial

Dinas
Dings
Sosial

Dinas
Sosial

Dmnas

Lokanj

i =

Dinas
Bosaisl

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosigl

Dinas
Sosial

Binas
Sosial

Dinas

Dinas




Renstra Dinsos Kab. Ende 1 2025-2026

Kosde

1
1.06.04.2.01.08

1.06.04.2.01.09

1.06.04.2.01.10

1.06.04.201.11

1.06.04.2.01.12

| 1.06.04.2,02

1.06.04.2.02.01

10604202,.02

1.06,04 2.02.03

1.06.04.202.04

1.06.04,2.02.05

| Rehabilitasi Sowin! Pen yand
= iy

Program dan Kegiatan

2

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Pernberian Layanan [Deta dan
Pengad uan

Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

| Pemberian Layanan R‘Luu!\an

Indikator Kinerja Program {outcome)

dan Kegiatan (Qutput|

3

Tersedianva Akses Kelayanan
pendidikan dan Kesehatan Dasar

Tersedianya Pemberan layanan Data

dan pengaduan

Terlakaananya Pemberian Layanan
Kedaruratan

| Tertaksananya Pembenan Pelayanan

penclusuran keluarga

Tersedianya layanan Rujukan

i T b ial

" iah i!
(PMES;} Lainnys Bukan Horban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Boslal

Pemberian Layanan Dara dan
Pengaduan

Pemberian Layanan Kedaruratan

Penyediaan Permakanan

| Penyediaan Sandang

Penyediaan Alat Bantu

tase PMKS8 Lalnnys Bukan

Korban HIV/AIDS dan NAPZA laianys
yang mendapat pelaysnan sosinl &

luar pantt sosial

Terlaksananya Pembenan Layanan
Deta dan Pengaduasn

Teriaksenanya Layanan Kedarurazan

Tersedianya permakanan

| Tersedianya Sandang

Tersedianya aiat banty

Dats
Capalan
pade Tehun
Awal
Perencanaan
{2023 Turget
4 5
i5
35
30
50
3
| 100
[ 1w
10
5
10
20

2024

Rp (000)

500000

1.000.000

1.000.000

3000.000

7.000.000

9%.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

10000, 000

10.000.000

Targat

-3

Pendanaan

2025

Rp (000)

S00. 000

1.100.000

1.500.000

1600 000

7.200.000

98,500,060

5.000 000 |

5.000 000

21.600.000

10500000

10.000000

Target

L]

45

&0

100

30

Rp (000

10
600.000

1.100000

1600 000

3.700.000

7.000 000

102.100.000

5.100.000 |

5000.000

22.000.000

11.000.060

10 500.000

Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
Renstra BKPD

11

100

100

297.600.000

Unit Kerja
SKPD

Penaggung
Jawnh

12

Dinas
Sesial

Dinas

Dinas
Sosjal

Dinas
Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
Sosil

Dinas
Sosial

Dinas
Sogal

Dinas

Dinas
Sosial

Lokasi

13
Dinas

Dinas
Sosial

Dinf!s
Dings
D'ni_:s
Dinas

Sosial

[hnas
Sosial

Dinas
Dinas
Sosial

Dinas

[hnas
Sosial



1
1.06.04.2.02.06

106.042.02.07

1.06.04.2.02.08

1.06.04.2.02.09

106.04.202.10

10604202 1]

1.06.04.2.02.;2

106.04.2.02.13

1.06.04.2.02.14

01.06.03

1.06.03.2.01

Renstra Dinses Kab. Ende | 2025.2026

Program dan Kegiatan

2

Penyediaan Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosal

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarge Penvandang
Masalaly Kesejahtleraan Scalal
{PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Faullitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Alea
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
ldentitas Anak

Pemberian Akses k¢ Layanan
Pendidikan dan Keschatan Dusar

Pemberian Pelayanan
Penclusuran Keluarga

Pemberian Pelayanan Reunifi kasi
Keluarga

Pemberian Layanan Rujukan

Kepasama antar l.embaga dan
Kemitraan dalam Peiaksanann
Rebabilitasi Sosial

Kabupaten /Kota

PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
KOREAN TINDAK HEKERASAN

Pemuiangan Warga Negara
Migran Kothan Tindak
Heokerasan dari Titik Debarkasi
di Daerah Kabupaten/Kota
untuk dipulangkan ke
Desa/Keluranhan Asal

Indikator Kinerja Prograin (sutcome)

dan Keglatan (Output)

3

Tersedianye Perbekalan Keschatan di

Luar Panti

Terselenggarannys Bimbingan Fisik ,
Mental, Spiritual, dan Sowmal

Terselenggaranya Bimbingan Sosal

kepada Keluarga Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Terpenuhinya Pembuatan Nomor

Induk Kependudukan, Akta Kelahiran.
Surat Nikah, dan Kartz ldentitas Anak

Tersedianye Akses ke Layanan
Pendiditan dan Kesehatan Dasar

Tetselenggaranyve Pelnyanan
Penelusuran Keluarga

Terselenggaranya Pelaysnan
Reunifikas! Keluargn

Tersedignys Layanan Rupkan

Terlaksananya Kerjasama antar
Lembsga dan Kemitwaan dalam

Pelnksansan Rehabilitasi Sosinl
Kabupaten/Kota

Parsentase Wurge Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan yang
mendugatkan Penanganan

Terlaksananya Pemulsngan Warga
Negars Migran Korban Tindak
Eekerasan darl Titik Debarkesi di
Daerah Kabupaten/Hots untuk

dipulengkun ke Desa/Kelurahan Asal

Data
Cuapalan
pada Tahun
Al
Perencanaan
{2023) Target
4 S
5
10
g
10
30
i o
30
10
2
100
10

2024

Ep {000)

&

5000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

S5000¢.000

2000.000 |

5000.000

10.000000

5.000.000

150.000.000

75.000.000

FPendanann
2025
Targot Rp (000}
q B8
5.000.000
15 5.000.000
13 5.000.000
20 5.000.000
35 5.000.000
Ty 2000000
40 5000000
11 10.000_000
2 5.000_ 000
100
154 500.000
20
85.000.000

Target

100

Rp (000)

10
5.000000

5.000 000

5.000.000

5.000.000

5000000

2.000000

5.000.000

11.000.000

5.500.000

185.400.0060

90.000.000

Kondixi Kinerja
pada Akhir Periode
Renstra SEKPD

11

100

100

100

100

100

100

100

Unit Kerjn
8KPD

Penaggung
Jawah

12

Dinas
Sosial

Dinat
Sosial

Dinas
Sosiat

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Somial

Dinas

Dwnas
Sosial

inas
Sosial

Dines

Dipas

Lokasi

13
Dinay

Dinas
Sosial

Dinas
Soslal

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas

Dinas

Dinas
Sosial




(|
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Kode

1
1.06.03.2.01.01

1.0603.202.01

1.06.03.2.02.01

01.06.06

| 1.06.06.2.01

1.06.06.2.01.01

1.06.06.2.01.02

1.06.06 2.01.03

1.06.06,2.01,04

1.06.06.2,01.05

Progrem dan Kaegiatan

2

Fagilitasi Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Duerah Kabupaten/Kata untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurdhan
Asal

Layanan Psikososial terhadsp
Korban Tindak Kekerasan Dalam
den Luar Negeri

Penyediaan Layanan Psikososial
terhadap Korban Tindak
Kekerasan Dalam dan Luar
Negeri

' PROGRAM PENANGANAN

BERNCANA

Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Soslat
Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanen
Penyediaan Sandang

Peryedinan Tempat
Perampungan Pengungs

Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

Pelayanan Dukungen Psikoscsal

| yang pat p
jaminen sosial (SPM]

Indikator Kinerju Program [outcome)
dan Kegiatan {Output)

3

Terlaksananya fasiitasi Pemulangan
Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titikk Debarkesi di
Daerah Kabupaten/ Ko untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

P t korban b peda saxt
dan setelsh tanggap darurat bencana
Hebod Hind i

| Parsentase Perﬁrrdumn Sosia)

Horban Bencwna Alsn: dan Sosial

I Tergedianya Permakanan

Tersedianya Sandang

Tersedianya Tempat Penampungen
Pengungs

Terlaksananya Penanagan khusus bagi
kelompok Rentan

Tersedianya Pelayanan Dukungan
Paikososial

Datn
Capainn
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2023)

2024
Targat Rp [000)
5 6
10
75.000.000
10
100%
400,000,000
100%
320.000.000
100
175.000.000
a0
75.000.000
2 10.000.000
5 50.000.000

100 10.000.000

Pendanaan
2025
Target Rp (000}
7 8
85.000.000
20
100%
415.000.000
100%
325.000.000
20 | 180,000,000
&s | 75.000.000
10.000.000
50.000.000
10.000.000
120

Target

-]

100%

100%

150

90

150

Rondisi Kinerjz
pads Akhir Perlode

20126 Renstra SKPD
Rp (000)

10 11
90.000.060 100

430.000.000 10¢

100

339.000.000

185.500.000 100
80.000 000 100
11,000,000 100
52.000.000 100
10,500.000 | 100

Unit Kern
SKPD

Penaggung
Jawab

Dinas
Saosial

Dinas
Sosial

Dinas
Somial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Lnnas
Sosial

Lokest

13
Dinas
Sosial

Dinns

Dinas
Dinaa
Sosial
Dinas

Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Soaial
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Kode

1
1.06.06.2.02

1.06.06.2.02.01

1.06,06.2.02.02

1.06.06.3.06.02

1.06.06.3.06 020003

| 01.06.02

1.06.02.2.01

1.96.02.2.01.01

1.06.02.2.01.02

1.06.02.2.02

Program dan Kagiatan

2

Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat rerhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kahupaten/ Kota

Koordinasi, Sosialisast dan
Pelakaanaan Kampung Siaga
Bencana

Koordinasi. Sosialisasi dazn
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

Penyelenggaraan Pemberdayean
Magyarakat Terhadap
Kesiapsingaan
BencanakKabupaten/Kots

i Peningikatan Kapasitas Relawan

Taruna Siaga Bencana

| PROGRAM PEMBERDAYAAN

SOSIAL

Pemberdayaan Sasial Komunitas
Adut Terpencil

Fasi #tasi Permberdayaan Soaial
KAT

Peningkaian Kapasilas
Pendampingan KAT

dalam Duernh l(nbupnt:n[ Kota

Indikator Kinerfa Program [cutcome)

dan Keogiatan (Qut put)

3

Terlaksananya Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota

terlaksananye Koordinasi, Sosialisasi
dan Pelaksansan Kampung Siaga
Bencana

Jumlah Taruna Siaga Bencana yvang

berkualitas dan berkompetensi dalam

penaganan bencana

Kesof{shternan Somial yang
diberds yakan

Terlaksananya Pemberdaysan Sosial

Komunitas Adat Terpencil

Terlaksanan ys Pengum pulan
Sumbangan dalam Daerah
Esbupaten/Eota

Data
Cagaian
pada Tahun 2024
Awral
Perencanzan
(2023 Target Rp(0G0)
4 5 ]

51
80.000.000

3 5
30000000

42 45
50,000 000

51

100,00
250.000.000
1] 0,00
3 1] 00
0 0 0,00
o o

Target

5

5l

100,00

Pendanaan

Rp 000)

90.000.000

35.000.000

55000.000

288.000.000

0.00

0,00

Target

51

Si

100,00

To

70

2026

Rp {000)

10
91.000.000

35.500.00¢

55500.000

260,000.000

0,00

000

0.00

Kondisi Kinerja
pade Akkir Perlode

Renstra. SKFD
11
100
100
100
100,00
18,00
12,00
6,00
6

Unit Kerja
BKPD

Penaggung
Jawah

12

Dinas
Sosial

Scaial

Dinas
Sosial

4

Dinas
Sasial

Dinas

Dinas

Lokasi

13

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas

Dinas
Somal

Dinas

Dinns
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1
106 .02.2.02.01

1.06.02.2.03

106.02 2.03.01

1.06.02 2.03.02

1.06.02.2.03.03

106.02,203 04

1.06.02 .2.03.05

1.06.02.3.03.

1.06.02.303.06

1.06.023.03.07

1.06.02.3.03.08

Program dan Keglaten

2

Keordinasi dan Sinkronisas:
Penerblian lzin Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang

Indikator Kinerja Program {outcomse)
dan Kegiatan (Output)

3

Jumlah Jzn Undian Graus Berbadiah
dan Pengumptian Uang atau Barang

Peng gan Potensi Bumb
Kessjahteraan Sosial Duernh
Kabupaten/Kota

Peningkatant Kemampuan Potensi
Pekerja Sosial Masv arakat
Kewenangan Kabupaten/Hota

Peningkatan Kemampuan Potenai
Tenaga Kesejghteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Peningkatar Kemampuan Potens
Sumber Kesejahteraan Sosial
Keitarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Eeningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteramn Sosial
Kelembagaan Meayarskat

| Kewenangan Kasbupaten/Kota

Peningkatan RKemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
Lembeaga Konsultasi
Keseiahteraan Keluarga (LK3}

Pengembangan Potensi Sumb
Kese jahtersan Sosisl Deeranh di
Kabupaten/Kota

Fasiltas! Pengembangan Potens
Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah di Kabupaten/ Kota
melalui Pemberdayaan Ekeriomi

Pengelolaan Layanan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan

Pembinaan Tekrus Sumber Daya
Manusia Sumber Ke sejahteraan
Sosial Deersh Kabu paten/ Kotz

Terlzk nya P b

n
Potensi SBumber Kesejahterman Sosial

Jumlah Pekera sosial yang mengikuti
Bimtek

Jumlah TKSK yang mengikut Bimtek

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/ Kota

| Jumiah Lembega Kesejahteraan

Soaial yang Meningkat

Kal';upaten'/l\'uta

| Jumlah Sertifikat yang dari Hasd

Peningkatan Sumber Daya
Manusia dan Lembaga Konwultesi
Kesajahteraan Kelnarga (LK3)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga Miskin dan
Rentan yang Mendapatkan
Pemberdaynan Ekonomi

Jumlah aduan/keluhian yeng
dilayant dan fatau ditindaklanu ti

Jumlah Sumber Daya Manusia
Sumber Kesejahieraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kows vang
Mendapatkan Bimbingan Teknis

Datw
Capaien
pada Tahun 2024
Awnl
Perencanaan
(2023) Target Rp (000)
4 5 4
4] ¢}
159
250.000.000
90
140.000.000
21
50.000 000
o7 .
5.000.000
= |
50.000.000
- i
5.000.000
50
2%
T4

Target

169

90

24

74

Pendansan

2028

Rp (000)

255.000.000

128.004.000

35.000000

6, 0000040

60.0 00000

6.000.000

Targat

187

i

80

74

2026

Rp {00

10

260.000.000

116.000.000

&0 000000

7.000000

70 000000

7.000.000

Eondisl Kinerja
pada Akhir Periode

Renst ra SKPD
11
¢
765.000.000
100
100
100
100
06

Unit Kerja
SKFD

Pennggung
Jawab

12
Dinas

Dinas

Dinas
Sosial

Dirtas
Sosul

Dinag
Sesial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Lokasi

Dinas
Sosial

Dinmae
Sosial

Dinasg
Sosial

Dinas
Sosial
nas

Saogial

Dinan
Sonial

Dinas
Sosiat
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1
106.02.3.04

1.06.02.3.04.01

1.06.02.3.08

1.06.02 305.01

01.06.07

1.06.07.2.01

106.07 2.0101

1.06.07.2.01.02

1060720103

Program dan Kaginten

2

Pendataan SDM Kesejnhterann
Sosial

Pendataan, Venfikasi, dan
Validasi Sertifikasi Sumber Dava
Kesejahteraan Sosial Paerah
HKabupaten/ Kota

Peodatass Lembaga
Resejohteraan Scowial Daerah

Pendataan, Verifikasi, dan
Validesi Lembags kese jahleraan
Sosial Daersh Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLA WAN

Pemeliharaan Taman Makam

| Pahiawan Naslonal

Xnbu paton/Kota
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasiohal
Kabupaten /Kota

Pengemanan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Begiatan [Out put)

Jumiah SDM yang Terdata,
Terverifikas), dan Tervalidasi

Jumiah Lembaga yang Terdata,
Terverifikasi, dan Tervalides

perientase pemeliharagn taman
mekam pahlawan

| Terlaksananya Pemeliharaan TMP

Nasional Kabupaten

| Jumiah Dokumen Hasi

Rehabilitaad’ serta Pemeliharsan
Sarena dan Prasarana Taman
Makam Pahlawan Nasional
Kebupaten/Kowa

Jumlah Makam vang Terpenubi
Pemeliharannya pada Taman
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Jumtah Laporan Hasil
Pengamanan Taman Makam
Pahlawan Naswnal
Kabupsaten/ Kota

Data
Capaian
pada Tahun
Awnl
Porencansan
(2023} Target

90

100,00

2024
Rp (000] Target
6 7
-
12
100,00
100.000.000
I 1
50.000.000
i
10.000.000
9
20.000.000
12
20000.000

Pendanatn

2025

Rp (000}

103.000.000

48.000.000

11,000 000

22.000000

22.000 000

Target

Kondisf Kinerja
pads Akhir Prriode

T Renstra SKPD
Rp [000)
10 11
123.600.000 326.600.000
165.000.000
60.000.000
12000 000 | 100
24.000.000 100
24000000 100

Unit Kerfs
SKPD

Penaggung
Juwab

12

Dinss

Dines

Dinag

BDinas

Dinas
Sosial

Lokasi

13

Dinas

Dinas
Baslal

Dinas

Dinas
Sosial

Dinas
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Hal ini ditunjukan dari hasil akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Daerah setiap
tahun atau indicator capaian yang bersifat Mandiri, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci
(KK) sehingga kinerja yang diinginkan tefcapai pada akhir Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Program Kabupaten Ende yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

" Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Kondisi P ¥ & ¢
Kinerja Pendanaan
Bidang Urusan o
i PATAIAWA - Perangkat Daerah
Kode Pamexiitahan doo indikator Kinerja Program {outcome} Formuta {tahun Kondisi Penan:gung pals
Frogren Priteiteg 2022) Tahun Tabun Tahun Kinerja pada
Pambangunan 2020 | 2025 2026 akhir periode
RPD
Nilai K K K K
1 2 3 1 4 5 z 9 11 13 15
6 SOSIaL
PROGRAM PENUNJANG Penyelenggaraan Administrasi " . . " .
Jumlah Ca Indikat: a | K t . .
[ URUSAN PEMERINTAHAN Perkantoran Perangkat Daerah secara 4n :ibag?;::ga: ;U;T;hn};;;gsaai::ia;ﬁ'a Ly x100 % 100 100 100 100 00 Dinas Sosial
DAE RAH KABUPATEN/KOTA efektif dan efisien selama 1 tahun
) Jumiah PSK5 yang diberdayakan
A PROGRAM PEMBERDAYAAN Perse_n!ase Potenst Sumber <100% 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
SOSIAL Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan dibagi Total PKS
PROGRAM PENANGANAN Jumtah Penanganan Warga Negara Migran Korban
WARGA NEGARA MIGRAN Persentase Warga Negara Migran Tindak Kekerasan yang dipulangkan kedaerah asatnya ) )
¢ KORBAN TINDAK Kaghan, Tindak Kekeraagn yang X100 % 100 100 100 100 00 Dinas Sosial
KEKERASAN mendapatkan Penanganan Jumtah Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan yang dipulangkan
::rrI:f\rv::SanaT:::::;gr c::::?t:;a Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak
. PROGRAM REHABILITASI qerlantar‘ s sosial’ e el terlantar, lanjut usia terlan-tar dan tuna sosm_l ¥ 100% 100 100 00 100 100 Dinas Sosial
SOSIAL ¢ ey i hi {gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi
0 pengemiz} yengsterpenuhy kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)
kebutuhan dasarnya di luar pant1 {SPM)
Persentase keluarga miskin yang Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan
[3 BREGRAM PERUNDHNGAY memperoleh perlindungan dan layaran Bedlindungsnidant lainansosial X100 % 76,64 77,01 72,9% 77,74 77,74 Dinas Sosial
DAN JAMINAN SOSIAL . . Ik
jaminan sosial Total Keluarga Miskin
Persentase korban bencana pada saat
PROGRAM PENANGANAN i dan setelah tanggap darurat bencana umilah korban bencana yang mendapat perlindungan % 100 % 100 100 100 100 100 B g
& BENCANA yang mendapat perlindungan dan dan jaminan sosial
jaminan sosial (SPM}
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. Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Kondisi P y 8 E
K Pendanaan
Bidang Urusan d"e:\la I
Pem PACALAWE = Perangkat Daerah
Kode & erimaph?n Idan indikator Kinerja Program (outcome) Formula {tahun Kondisi Penang =
rogram Priovitag 2022) Tahun | Tahun Tahun Kinerja pada EZUNE
Pembangunan 2024 | 2025 2026 akhir perlade
RPD
Nilai K K K K
1 2 a 4 5 7 ] 11 13 15
total korban bencana
Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi
3 Persentase (%) Penanganan Korban daiam penanganan bencana x 100% 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
Bencana alam dan sosial
Jurlah Tagana seluruhnya
PROGRAM FENGELOLAAN . Jumiah TMP yang di Petihara
1 6 TAMAN MAKAM Fesns i Eenalisyon denad X 100% 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
PAHLAWAN makam pahlawan
jumlah T™MP yang ada
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Tabel, 7.2 indikator Kinerja Utama (IKU} Dinas Sosial Kabupaten Ende

Penanggung Jawab

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Formula Penjelasan
. ' iitas Kinerja I "~ | Laporan hasil evaluasi A i Inspek Sekretariat N
| 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Nbial Ak Dkisos aporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Sekretariat
| Daerah

; T BidangPenanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi
I S = o S
§ Meningkatnya Perlindungan PPKS Persentase PPKS yang tertangani g PPK g ltangan] dhag) Tata Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang
PPKS dikali 100% . . ]
| Perlindungan dan Jaminan Sosial

| Meningkatnya Peran PSKS dalam : " Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi totdl | Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan

3 Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang diberdayakan PSKS dikafi 100% dan Jaminan Sosial
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Tabel, 7.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran/Output Dinas Sosial Kabupaten Ende

NO URUSAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN! QUTPUT RUMUS CAPAIAN | SUMBER KET
KINERJA DATA
{2023) '
1 2 i 3 - 4 5 5 7 —]
6 | Sosial 1 | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki Sudah cukup jelas 105 Dinas Sosial Tedampir
2 | Jumiah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut sda Sda
usia terlanlar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dars 6476 Dinas Sosial
o™
3 | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk sda Keterbatasan Dana/anggaran
4 | Jumlah penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjul usies o sda e ‘ sda
terlantar dan gepeng yang dijangkau - Dioesy vl
5 | Jumiah  kendarasan  soda empat yang akses khusus iayanar sda - : Tertampir
| kedaruratan yang dimiliki 2 Dings Sosial
& | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usie sda -
tedantar dan gepeng yang menetima pake! permakanan sesua 24 Dinas Sosial
standar gizi
7 | Jumlah rumah singgah/sheltertempat tinggal — sementzra  yang sda Dinas Sosial Keterbatasan Dana/anggaran |
dimiliki sesuai standar | )
8 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiz sda 3 Dinas Sosial sda
terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang
9 | Jumlah penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia sda : ; sda
terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu ke ey okl
| 10 | Jumlah akt bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter sda Keterbatasan Dana/anggaran
|
11 | Jumlzh paket perbekalan Kesehatan yang tersedia sda . ) Keterbatasan Danalanggaran |
12 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia sda Keterbatasan Dana/anggaran
terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalaiy -
— kesehatan s e —
13 | Jumiah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah sda . Keterbatasan Daneé/anggaran
14 | Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS danfatau relawary h sda : . i sda |
| sosla_l_yang_disediakan 2 R _DTS_SOSBI
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—

URUSAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN! OUTPUT RUMUS CAPAJAN SUMBER KET
KINERJA DATA
(2023)
15 | Jumlah penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia sda
terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dary 2 Dinas Sosial sda
sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumati
| | SinggahiShelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | B
16 | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakankepada# sda : ;
- | keluarga  dan masyarakat — | v Disare ook -
17 | Jumlah penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiq sda ol
| terlantar dan gepeng yang difasiitasi untuk mendapatkan dokumeri 2 Dinas Sosial
kependudukan
18 | Jumlah penyandang disabiitas fterlantar, anak terlantar, lanjut usia sda e
tartantar dan gepeng yang mendapatkan akses iayanan pendidikan 4 Dinas Sosial
dan Kesehatan dasar
19 | Jumlah penyandang disabilitas tertantar, anak terlantar, lanjut usi sda sda
terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusural 38 Dinas Sosial
keluarga —
20 | Jumlah penyandang disabiitas terlantar, anak terantar, lanjut  usi sda 3 Dinas Sosial sga
terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga B . -
21 | Jdumiah penyandang disabilitas terlantar, anak teriantar, lanjut usia o sda ! = sda
terlantar dan gepeng yang dirujuk § D Sagial
Jumiah korban bencana yang mendapatkan makanan Sudah cukup jelas 3464 Dinas Sosial TERLAMPIR
23 | Jumiah korban bencana yang menerima paket sandang sda 907 Dinas Sosial sda
24 | Jumiah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki sca i . Keterbatasan Dana/anggaran
25 | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan | sda . Keterbatasan Danafanggaran
26 | Jumiah korban bencana yang menerima pelayanan dukungaq‘ Ada/tidak Keterbatasan Danalanggaran
psikososial | )
27 | Jumlah pekerja sosial professionalitenaga kesejahteraan sosia sda © Dinas Sosial TERLAMPIR

| dan/atau relawan sosial yang lersedia
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Tabel. 7.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Oucome Dinas Sosial Kabupaten Ende

Urusan \ by S 4 ! =t Sumber
Indikator Kinerja KunciHasil / Outcome Rurnus Capaian Kinerja Ketera-ngan
Pamerintahan Data
4 6 7
2 5 8
SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak tetlantar, [fumiak penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut
lanjut usia teriantar dan gelandangan pengemis yang usia terlantardan gelandangan pengemis yang tepenuhi
terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (indikator SPM) kebutuhan dasanya di luar panti - .
X 100 % 100
Populasi penyandang disabilitas terlantar anak
terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis=
! Persentase korban bencana alam dan sosial yang !erpenuhi- jumEIT korban bencana alam dan sesial yang terpenuhi
| kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran
| bencana daerah kabupaten/kota
Populasi korban bencana alam dan sesial di daerah kabupaten 100 % 4 s 100

kota yang membutuhkan periindungan dan jaminan
sosialpada saat dan setelah tanggap darurat bnencana derah
kabupaten kota
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BAB VIli
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, ini merupakan sebuah
alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang
dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 2 (tahun) tahun ke depan yang memuat
tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosfal, yang mangacu kepada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Ende.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti
diatur dalam peratwran Perundangan-Undangan. Penyusunan Program-program dalam RENSTRA ini mengacu
pada jumlah program secara hierarkis berada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang
mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta
tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat khususnya Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ende. Untuk
menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsisteNsi dokumen dokumen perencanaan lain
diperlukan monitoring dan pelaporan secara feguler dan periodik.

Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait dalam
rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta
dharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).




